SALINAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 49
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang : a.

b.

d.

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 serta dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan Pegawai dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,;

bahwa Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku
Utara adalah untuk meningkatkan disiplin, kinerja, kualitas
pelayanan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan pertimbangan yang objektif;

bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan efisiensi
bagi pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan anggaran
dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka
dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan

Gubernur Maluku Utara dimaksud,;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur Maluku Utara;



Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3895);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun

2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU
UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2018
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019
yang sebelumnya berbunyi:
TPP bagi Perangkat Daerah yang melebihi jam kerja normal adalah:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;

b. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi
Maluku Utara;
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara;

a0

Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;

®

f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara; dan
Tabel 3 (tiga) dan Tabel 4 (empat) pada Lampiran I Peraturan Gubernur
Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun

Anggaran 2019 yang menerangkan tentang jenis Tambahan Penghasilan



berdasarkan Beban Kerja (diatas jam kerja normal) dan Tambahan
Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif (diatas jam kerja normal)
dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku
Utara.

Ditetapkan di Sofifi,
Pada Tanggal, 23 Januari 2019
GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada Tanggal: 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd

MUABDIN Hi. RADJAB

(Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Nomor 6 )



